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ABSTRACT

THE EFFECT OF KNOWLEDGE OF TAXATION, MODERNIZATION OF
THE TAX ADMINISTRATION, AND TAXPAYER’SAWARENESSON

TAXPAYER’S COMPLIANCE IN BANDAR LAMPUNG

By

MUHAMMAD RUCHI ERNANDA

The purpose of the research is to examine the influence of knowledge of taxation,
modernization of tax administration system and taxprayer’s awareness on
taxprayer’s compliance in Bandar Lampung. The population of this research is
taxprayer in Bandar Lampung.

Based on the online questionnaire using likert scale 1 to 5 obtained 64 taxpayers
as sample. The research method used is linear regression analysis method and for
data analysis using correlation analysis, multiple regression analysis and t-test.

The results of this research showed that knowledge of taxationand
taxprayer’sawareness have a positive effect on the taxpayer’s compliance, while
the modernization of tax administration system does not affect the taxprayer’s
compliance.

Keywords: taxprayer compliance , knowledge of taxation, modernization of tax
administration system, taxprayer awareness.



ABSTRAK

PENGARUHPENGETAHUANPERPAJAKAN,MODERNISASISISTEMAD

MINISTRASIPERPAJAKAN,DANKESADARAN WAJIB

PAJAKTERHADAP KEPATUHANWAJIBPAJAK DI WILAYAH

BANDAR LAMPUNG

Oleh

MUHAMMAD RUCHI ERNANDA

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan, modernisasi
sistem administrasi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib
pajak di wilayah Bandar Lampung. Populasi dari penelitian ini adalah wajib pajak yang
berada di wilayah Bandar Lampung.

Berdasarkan kuesioner online yang menggunakan skala likert 1 sampai 5 diperoleh 64
wajib pajak sebagai sample.Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis
regresi linear dan untuk analisis data menggunakan analisis korelasi, analisis regresi, dan
uji-t.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib
pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan modernisasi sistem
admnistrasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata kunci: kepatuhan wajib pajak, pengetahuan pajak, modernisasi sistem
administrasi perpajakan, kesadaran pajak,
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan perekonomian Indonesia akan diikuti pula dengan

kebijakan-kebijakan di bidang pajak. Oleh karena itu, pajak merupakan

fenomena yang selalu berkembang di masyarakat. Pajak digunakan sebagai

salah satu usaha yang digunakan oleh pemerintah untuk mewujudkan kemandirian

suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yang berguna bagi

kepentingan bersama.

Menurut Adriani (1991) dalam Resmi (2013), pajak ialah iuran kepada negara

(yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut

peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi-kembali, yang langsung

dapat ditunjuk, dan tujuannya adalah untuk membiayai pengeluaran-

pengeluaran   umum berhubungan dengan tugas negara yang

menyelenggarakan pemerintah.

Berdasarkan definisi tersebut bisa dikatakan bahwa pajak tidak hanya digunakan

untuk membiaya tugas-tugas dan aktivitas kenegaraan pemerintah melainkan

juga digunakan untuk membayar pengeluaran umum yang mempunyai kaitan

langsung dengan masyarakat seperti penyediaan fasilitas umum.
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Masalah perpajakan tidaklah sederhana hanya sekedar menyerahkan sebagian

penghasilan atau kekayaan seseorang kepada negara, tetapi coraknya terlihat

bermacam-macam bergantung kepada pendekatannya. Hal inilah dapat

menunjukkan bahwa pajak dapat didekati atau ditinjau dari berbagai aspek, di

antaranya adalah aspek ekonomi, hukum, keuangan, dan sosiologi (Waluyo,

2010). Dari sudut pandang ekonomi, pajak merupakan penerimaan negara yang

digunakan untuk mengarahkan kehidupan masyarakat menuju kesejahteraan.

Kemudian pendekatan dari aspek keuangan tercakup dalam aspek ekonomi hanya

lebih menitikberatkan pada aspek keuangan yaitu pajak dipandang sebagai

bagian yang sangat penting dalam penerimaan negara. Hukum pajak di

Indonesia mempunyai hierarki yang jelas dengan urutan Undang-Undang Dasar

1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan seterusnya, di mana

keseluruhan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut memberikan dasar

hukum dalam pemungutan pajak yang diharapkan pemerintah dapat menegakkan

law enforcement di bidang perpajakan. Dan pada aspek sosiologi bahwa pajak

ditinjau dari segi masyarakat yaitu menyangkut akibat atau dampak terhadap

masyarakat atas pungutan dan hasil apakah yang dapat disampaikan kepada

masyarakat.

Mengingat begitu pentingnya peranan pajak, maka pemerintah dalam hal ini

Direktorat Jenderal Pajak di bawah naungan Kementerian Keuangan telah

melakukan berbagai upaya strategis untuk memaksimalkan penerimaan pajak.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui reformasi perpajakan dengan

diberlakukannya self assesment system. Self assesment system merupakan
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pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab

kepada wajib pajak untuk menghitung, Memperhitungkan, membayar, dan

melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar (Waluyo, 2010).

Masalah yang ditemui adalah wajib pajak, baik WP Orang Pribadi maupun WP

Badan masih kesulitan dalam pengisian Surat Pemberitahuan (SPT), misalnya

SPT Tahunan PPh yang hanya dilaporkan satu kali dalam setahun seringkali

Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan kebijakan- kebijakan baru yang kadang

belum diketahui masyarakat sehingga menyebabkan beberapa wajib pajak

kurang memahami dan akhirnya terlambat dalam melaporkan SPT. Berdasarkan

hal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa banyak faktor yang  dapat

mempengaruhi wajib pajak dalam meningkatkan kepatuhannya untuk

melaporkan dan membayar pajak terutangnya.

Penelitian yang penulis lakukan adalah replikasi dari penelitian Irmayani dan

Mildawati (2015). Dalam penelitian Irmayani dan Mildawati variabel yang

digunakan hanya modernisasi administrasi perpajakan, sedangkan variabel yang

penulis gunakan pengetahuan perpajakan, moderenisasi administrasi perpajakan,

dan kesadaran wajib pajak. Irmayani dan Mildawati (2015) melakukan penelitian

yang bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh modernisasi

administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di Surabaya pada tahun

2015. Terdapat perbedaan dalam penelitian yang dilakukan Irmayani dan

Mildawati dan penulis yaitu, populasi dan sample penelitian, selain itu metode

pengumpulan data yang digunakan penulis adalah melalui kesioner online.
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Sesuai dengan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk meneliti mengenai

adanya “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi

Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada

wilayah Bandar Lampung”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, perumusan masalah dalam penelitian ini

adalah:

1. Bagaimana pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib

Pajak di wilayah Bandar Lampung?

2. Bagaimana   pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di wilayah Bandar Lampung?

3. Bagaimana pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib

Pajak di wilayah Bandar Lampung?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang diharapkan dari

penelitian ini adalah untuk menemukan bukti empiris tetang:

1. Pengaruh positif pengetahuan perpajakan  terhadap kepatuhan wajib  pajak

di wilayah Bandar Lampung.

2. Pengaruh positif modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap

kepatuhan wajib pajak di wilayah Bandar Lampung.

3. Pengaruh positif kesadaran wajib pajak  terhadap kepatuhan  wajib pajak

di wilayah Bandar Lampung.
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1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian antara lain dapat memberikan masukan bagi beberapa pihak

antara lain adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan ilmu

pengetahuan di bidang perpajakan terutama masalah Pengetahuan

Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, dan Kesadaran

Wajib Pajak serta pengaruhnya terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di wilayah

Bandar Lampung.

2. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi dan sebagai

masukan bagi Kantor Pelayanan Pajak maupun Direktorat Jenderal

Pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT

dan pembayaran pajak ke kas negara.

3. Sebagai sarana untuk menambah wawasan dalam hal perpajakan dan

mengaplikasikan teori-teori perpajakan yang telah diperoleh selama

perkuliahan, sehingga dapat diterapkan dalam praktek kehidupan di

masyarakat.

4. Sebagai sumber   informasi sehingga   dapat menambah   wawasan

mengenai   perpajakan dan   dapat   memberikan  penilaian mengenai

kinerja   Direktorat Jenderal Pajak khususnya di wilayah Bandar

Lampung.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Rahayu (2010), kepatuhan berarti tunduk, taat atau patuh pada ajaran

atau aturan. Jadi kepatuhan wajib pajak  dapat diartikan sebagai tunduk, taat

dan patuhnya wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban

perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang

berlaku. Menurut Nurmantu (2010) mengatakan bahwa kepatuhan perpajakan

dapat didefinisikan   sebagai suatu   keadaan di mana   wajib pajak dalam

memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Kepatuhan wajib pajak dikemukakan oleh Nowak (2006) dalam Zain (2008)

sebagai suatu iklim kepatuhan dan kesadaran dalam pemenuhan kewajiban

perpajakan yang tercermin dalam suatu situasi di mana:

a. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan

perundang-undangan perpajakan

b. Mengisi formulir perpajakan dengan lengkap dan jelas

c. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan teliti dan benar

d. Membayar pajak yang terutang tersebut tepat pada waktunya.
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Menurut Rahayu (2010), Kepatuhan Wajib Pajak merupakan tujuan utama dari

pemeriksaan pajak di mana dari hasil pemeriksaan pajak akan diketahui tingkat

kepatuhan wajib pajak. Bagi wajib pajak yang tingkat kepatuhannya tergolong

rendah (minim), maka diharapkan dengan dilakukannya pemeriksaan dapat

memberikan motivasi positif agar menjadi lebih baik untuk ke depannya.

Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 235/KMK.03/2003 tanggal, Wajib

pajak dapat ditetapkan sebagai Wajib Pajak Patuh apabila memenuhi persyaratan

sebagai berikut:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan

dalam 2 (dua) tahun terakhir;

2. Dalam tahun terakhir penyampaian SPT Masa yang terlambat tidak lebih

dari 3 (tiga) masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut;

3. SPT  Masa yang terlambat  sebagaimana dimaksud  dalam  huruf b telah

disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa masa

pajak berikutnya;

4. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak:

a. kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda

pembayaran pajak;

b. tidak termasuk tunggakan pajak sehubungan dengan STP yang

diterbitkan untuk 2 (dua) masa pajak terakhir;

5. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di

bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir; dan

6. Dalam hal laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau Badan

Pengawasan  Keuangan dan Pembangunan  harus dengan  pendapat
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wajar tanpa pengecualian atau dengan pendapat wajar dengan

pengecualian sepanjang pengecualian tersebut tidak mempengaruhi laba

rugi fiskal.

2.1.2 Pengetahuan Perpajakan

2.1.2.1 Pengertian Pengetahuan Perpajakan

Menurut  Kamus Bahasa Indonesia (2008), pengetahuan berarti segala sesuatu

yang diketahui; kepandaian: atau segala   sesuatu yang diketahui berkenaan

dengan hal (mata pelajaran). Pengetahuan dikaitkan dengan segala sesuatu yang

diketahui berkaitan dengan proses belajar. Misalnya seperti pengetahuan yang ada

dalam mata pelajaran suatu kurikulum di sekolah.

Pajak menurut Soemitro (1990) dalam Soemarso (2010) adalah peralihan

kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara untuk membiayai pengeluaran

rutin dan “surplus”-nya digunakan untuk public saving yang merupakan

sumber utama untuk membiayai public investment. Secara umum, pajak

merupakan sumbangan yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintah yang dapat

dipaksakan berdasarkan undang-undang. Definisi lain dari pajak dikemukan

oleh Djajadiningrat (1997) dalam Resmi (2013) bahwa pajak sebagai suatu

kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan

suatu  keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu,

tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah

serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara

langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum.
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2.1.2.2 Konsep Pengetahuan Pajak

Pengetahuan Pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak

sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah

atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di

bidang perpajakan (Carolina, 2009). Berdasarkan konsep pengetahuan atau

pemahaman pajak menurut  Rahayu (2010), wajib pajak harus memiliki di

antaranya adalah pengetahuan mengenai k etentuan umum dan tata cara

p erpajakan, sistem perpajakan di Indonesia, dan fungsi perpajakan.

Berikut ini adalah penjelasan dari konsep pengetahuan pajak di atas yaitu

sebagai berikut:

1. Pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan:

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sudah diatur dalam Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang pada prinsipnya diberlakukan bagi

undang-undang pajak material. Tujuannya adalah untuk meningkatkan

profesionalisme aparatur perpajakan, meningkatkan keterbukaan administrasi

perpajakan dan meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak. Isi dari

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tersebut antara lain mengenai hak

dan kewajiban wajib pajak, SPT, NPWP, dan Prosedur Pembayaran,

Pemungutan serta Pelaporan Pajak.

2. Pengetahuan mengenai Sistem Perpajakan di Indonesia

Sistem perpajakan di Indonesia yang diterapkan saat ini adalah self assessment

system yaitu pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan,
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tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan,

menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

3. Pengetahuan mengenai Fungsi Perpajakan

Terdapat dua fungsi pajak yaitu sebagai berikut:

a. Fungsi Penerimaan (Budgetair), pajak berfungsi sebagai sumber dana

yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

Sebagai contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan

dalam negeri.

b. Fungsi Mengatur (Regulerend), pajak berfungsi sebagai alat untuk

mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi.

Sebagai contoh: dikenakannya pajak yang lebih tinggi terhadap minuman

keras dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah yaitu dengan

adanya PPnBM (Pajak Pertambahan Barang Mewah).

2.1.3 Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

2.1.3.1 Pengertian Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

Pengertian modernisasi menurut Kamus Bahasa Indonesia (2008) menyatakan

bahwa: “modernisasi adalah proses pergeseran sikap dan mentalitas sebagai warga

masyarakat untuk dapat hidup sesuai dengan tuntutan masa kini.” Pengertian

sistem menurut Mulyadi (2008) yaitu suatu sistem pada dasarnya adalah

sekelompok unsur yang erat berhubungan satu dengan yang lainnya, yang

berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Pengertian administrasi

menurut Kamus Bahasa Indonesia (2008) adalah usaha dan kegiatan yang

meliputi penetapan tujuan serta penetapan cara-cara penyelenggaraan pembinaan
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organisasi, atau usaha dan kegiatan berkaitan dengan penyelenggaraan kebijakan

untuk mencapai tujuan, atau kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan

pemerintahan.

Jadi modernisasi sistem administrasi perpajakan adalah program pengembangan

sistem dalam perpajakan terutama pada bidang administrasi yang dilakukan

instansi yang bersangkutan guna memaksimalkan penerimaan pajak di negara

tersebut. Konsep dari program ini sendiri adalah perubahan pola pikir dan

perilaku aparat pajak serta tata nilai organisasi, sehingga dapat menjadikan

Direktorat Jenderal Pajak sebagai institusi yang profesional dengan citra yang

baik di mata masyarakat.

2.1.3.2 Tujuan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

Administrasi perpajakan berperan penting dalam sistem perpajakan di suatu

negara. Suatu negara dapat dengan sukses mencapai sasaran yang diharapkan

dalam menghasilkan penerimaan pajak yang optimal karena administrasi

perpajakannya mampu dengan efektif melaksanakan sistem perpajakan di suatu

negara yang dipilih.

Menurut Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak (2007) tujuan dari

modernisasi sistem administrasi perpajakan yang ingin dicapai adalah

meningkatkan kepercayaan masyarakat dan meningkatkan produktivitas dan

integritas aparat pajak demi terwujudnya kepatuhan sukarela wajib pajak. Untuk

mewujudkan itu semua, maka program reformasi adminsitrasi perpajakan perlu

dirancang dan dilaksanakan secara menyeluruh dan komprehensif. Perubahan

yang dilakukan meliputi bidang-bidang berikut:
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a. Struktur organisasi

Implementasi konsep administrasi perpajakan modern yang berorientasi pada

pelayanan dan pengawasan memerlukan perubahan pada struktur organisasi

DJP, baik di tingkat kantor pusat sebagai pembuat kebijakan maupun di

jajaran kantor operasional sebagai pelaksana implementasi kebijakan.

b. Proses bisnis dan teknologi informasi dan komunikasi

Kunci perbaikan birokrasi yang berbelit-belit adalah perbaikan proses bisnis,

yang mencakup metode, sistem, dan prosedur kerja. Perbaikan proses bisnis

merupakan pilar penting program modernisasi DJP, yang diarahkan pada

penerapan full automation dengan memanfaatkan teknologi informasi dan

komunikasi, terutama untuk pekerjaan yang bersifat administratif/klerikal.

Proses bisnis dirancang sedemikian rupa sehingga dapat mengurangi kontak

langsung antara pegawai DJP dengan wajib pajak untuk meminimalisasi

kemungkinan terjadinya KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme). Disamping  itu,

fungsi pengawasan internal akan lebih efektif dengan adanya built-in

control system, karena siapapun dapat mengawasi bergulirnya proses

administrasi melalui sistem yang ada.

c. Manajemen sumber daya manusia

Dirjen Pajak melakukan pemetaan kompetensi (competency mapping)

terhadap seluruh pegawai Direktorat Jenderal Pajak guna mengetahui

distribusi kuantitas dan kualitas kompetensi pegawai di mana hasil program

dari tersebut menjadi informasi yang membantu Dirjen Pajak dalam

merumuskan kebijakan kepegawaian yang lebih tepat. Kemudian, dalam

rangka memperoleh kesesuaian antara jabatan dan kompetensi pegawai,
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dilakukan evaluasi dan analisis beban kerja atas seluruh jabatan untuk

menentukan job grade dari masing-masing jabatan tersebut. Dengan tujuan

untuk menciptakan arsitektur Sumber Daya Manusia DJP yang antara lain

mempunyai ciri-ciri jujur, ikhlas, mampu, dapat dipercaya,

bertanggungjawab, profesional, berwawasan, dapat berlaku adil, menjadi

agen perubahan dan dapat menjadi teladan, serta berbasis pada kompetensi

dan kinerja.

d. Pelaksanaan good governance

Tersedianya dan terimplementasikannya prinsip-prinsip good governance

yang mencakup berwawasan ke depan, terbuka, melibatkan partisipasi

masyarakat, akuntabel, profesional, dan didukung pegawai yang kompeten.

Prinsip keterbukaan dan partisipasi masyarakat dilaksanakan DJP dengan

membuka akses informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Penyebaran

informasi diantaranya dilakukan dengan cara pemberian  penyuluhan,

pembuatan  iklan  layanan masyarakat, dan  pemanfaatan website.

Disamping  keterbukaan informasi, DJP juga membuka diri terhadap

masukan dan kritik dari stakeholders, guna meningkatkan kualitas pelayanan

dan perbaikan administrasi perpajakan.

2.1.4 Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Widayati dan Nurlis (2010) dalam Simposium Nasional  Akuntansi XIII

di Purwokerto, Kesadaran  merupakan  unsur yang ada di dalam manusia

dalam memahami realitas dan bagaimana cara bertindak atau menyikapi

terhadap realitas tersebut. Menurut Ritonga (2011), Kesadaran Wajib Pajak

merupakan perilaku dari wajib pajak itu sendiri berupa pandangan ataupun
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persepsi di mana melibatkan  keyakinan, pengetahuan, dan penalaran serta

kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan rangsangan atau stimulus yang

diberikan oleh sistem dan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Indikator-indikator dalam kesadaran   wajib   pajak perpajakan adalah sebagai

berikut:

1. Kemauan wajib pajak dalam membayar pajak dan melaporkan SPT

2. Tingkat ketertiban dan kedisiplinan wajib pajak dalam membayar pajak

2.2 Penelitian Terdahulu
Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No
Nama

(Tahun) Judul Hasil Penelitian

1. Widayati dan Nurlis
(2010)

Faktor-Faktor
Yang
Mempengaruhi
Kemauan untuk
Membayar Pajak
Wajib Pajak
Orang Pribadi
Yang Melakukan
Pekerjaan Bebas
(Studi Kasus Pada
KPP Pratama
Gambir Tiga)

Faktor kesadaran membayar
pajak dan persepsi yang baik atas
efektifitas sistem perpajakan
mempunyai pengaruh yang
tidak signifikan terhadap
kemauan wajib pajak untuk
membayar pajak. Sedangkan
faktor pengetahuan dan
pemahaman   tentang peraturan
pajak mempunyai pengaruh
yang signifikan terhadap
kemauan wajib pajak untuk
membayar pajak

2. Witono (2008) Peranan
Pengetahuan
Pajak pada
Kepatuhan Wajib
Pajak

Hasil penelitian ini menunjukkan
bahwa terdapat pengaruh yang
signifikan pengetahuan pajak
dan persepsi keadilan pajak
terhadap tingkat kepatuhan
wajib pajak
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3. Rahayu dan Lingga
(2009)

Pengaruh
Modernisasi
Sistem
Administrasi
Perpajakan
terhadap
Kepatuhan Wajib
Pajak (Survei atas
Wajib Pajak
Badan pada KPP
Pratama Bandung
“X”)

Hasil penelitian menunjukkan
bahwa modernisasi dalam sistem
administrasi perpajakan secara
positif signifikan mempengaruhi
kepatuhan wajib pajak

4. Muliari dan Setiawan
(2011)

Pengaruh Persepsi
Tentang Sanksi
Perpajakan dan
Kesadaran Wajib
Pajak pada
Kepatuhan
Pelaporan Wajib
Pajak Orang
Pribadi di Kantor
Pelayanan Pajak
Pratama Denpasar
Timur

Kesadaran wajib pajak secara
parsial berpengaruh positif dan
signifikan pada kepatuhan
pelaporan wajib pajak orang
pribadi di Kantor Pelayanan
Pajak Pratama Denpasar Timur

5. Irmayani dan
Mildawati (2015)

Pengaruh
Modernisasi
Sistem
Administrasi
Perpajakan
terhadap
Kepatuhan Wajib
Pajak

Hasil penelitian secara
keseluruhan menunjukkan bahwa
modernisasi dalam sistem
administrasi perpajakan tidak
dapat digunakan sebagai upaya
untuk meningkatkan kepatuhan
Wajib Pajak.

2.3 Kerangka Pemikiran

Hubungan antara variabel penghargaan pengetahuan perpajakan,modernisasi

sistem administrasi perpajakan,dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan

wajib pajak kerangka pemikiran teoritis dapat dilihat pada gambar berikut:
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Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

2.4 Pengembangan Hipotesis

2.4.1. Pengaruh antara Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan

Wajib Pajak

Pengetahuan perpajakan digunakan oleh wajib pajak sebagai informasi pajak

dalam melakukan tindakan pajak seperti menghitung, memperhitungkan,

membayar, dan melaporkan jumlah pajak yang disetorkan. Fallan (1999) dalam

Rahayu (2010) memberikan kajian mengenai pentingnya aspek pengetahuan

perpajakan bagi wajib pajak sangat mempengaruhi sikap pajak terhadap sistem

perpajakan yang adil. Adanya kualitas pengetahuan yang semakin baik akan

memberikan sikap memenuhi kewajiban dengan benar melalui adanya sistem

perpajakan sesuatu negara yang dianggap adil.

Penelitian Witono (2008) menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan

berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Dari uraian di atas

makan hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

H1: Pengetahuan  perpajakan berpengaruh  positif  terhadap kepatuhan wajib

pajak di wilayah Bandar Lampung.

Pengetahuan Perpajakan
(X1)

Modernisasi Sistem
Administrasi Perpajakan

(X2)

Kesadaran Wajib Pajak
(X3)

Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

H1 (+)

H2 (+)

H3 (+)
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2.4.2 Pengaruh antara Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Forest dan Sheffrin (2010),  Kepatuhan wajib pajak dapat

dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan

suatu  negara, pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak, penegakan hukum

perpajakan, pemeriksaan pajak dan tarif pajak yang berlaku. Selain itu, sistem

perpajakan yang sederhana juga sangat penting karena semakin kompleks sistem

perpajakan akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pada penelitian yang dilakukan Rahayu dan Lingga (2009) modernisasi sistem

administrasi perpajakan secara positif signifikan mempengaruhi kepatuhan wajib

pajak, sedangkan pada penelitian Irmayani dan Mildawati (2015) modernisasi

sistem administrasi perpajakan tidak dapat digunakan sebagai upaya dalam

meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dari literatur di atas hipotesis penelitian ini

adalah:

H2: Modernisasi  sistem  administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap

kepatuhan wajib pajak di wilayah Bandar Lampung.

2.4.3 Pengaruh antara Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan

Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara sangat

diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Nugroho, 2006).

Kesadaran untuk menjadi wajib pajak yang patuh merupakan salah satu kepatuhan

terhadap hukum perpajakan di mana disebutkan bahwa hukum perpajakan tidak

pandang bulu dan tidak luput dari perkecualian, baik di mana saja serta siapa saja
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semua sama berdasarkan ketentuan hukum perpajakan yang  berlaku untuk

menghindari  sanksi administrasi yang akan merugikan wajib  pajak sendiri.

Penelitian yang dilakukan oleh Muliari dan Setiawan (2011) menunjukkan bahwa

kesadaran wajib pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan pada

kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi. Dengan demikian penulis

merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3: Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di

wilayah Bandar Lampung.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2007).

Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi pada wilayah kota

Bandar Lampung yang terdiri dari tiga Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama

yaitu KPP Pratama Tanjung Karang, KPP Pratama Teluk Betung.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki populasi

(Sugiyono, 2007). Sampel dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang

memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang terdaftar di wilayah KPP

Tanjung Kedaton, KPP Tanjung Karang, KPP Teluk Betung dan mengisi kuesioner

online.

3.2 Data Penelitian

3.2.1 Jenis dan Sumber Data

Data yang diperlukan untuk menganalisis penelitian ini dapat diperoleh dari Data

Primer, yakni data yang diperoleh langsung dari sumber atau objek peneliti. Data

primer ini diperoleh melalui kuesioner. Kuesioner yaitu metode pengumpulan
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data yang dilakukan dengan mengajukan lembaran angket yang berisi daftar

pertanyaan kepada responden.

3.2.2 Metode Pengumpulan Data

Metode ini dilakukan dengan membuat pertanyaan dan menyebarkan kuesioner

secara online melalui google form kepada responden yaitu wajib pajak yang

berada di wilayah kota Bandar Lampung, yang meliputi KPP Kedaton, KPP

Tanjung Karang, dan KPP Teluk Betung.

3.3 Operasional Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini variabel yang digunakan adalah: Variabel independen:

Pengetahuan perpajakan, Modernisasi sistem administrasi perpajakan, Kesadaran

wajib pajak dan Variabel dependen: Kepatuhan wajib pajak.

3 . 3 . 1 Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan perpajakan ialah keadaan wajib pajak dalam memiliki

pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, sistem

perpajakan, dan fungsi pajak. Pengetahuan Pajak adalah informasi pajak yang

dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil

keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan

pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan (Carolina, 2009).

Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 7 poin pertanyaan

yang dikembangkan dari penelitian Rahayu (2010) untuk menanyakan responden

mengenai pengetahuan perpajakan. Pertanyaan diajukan menggunakan 5 poin

skala likert yang dimulai dari 1 (sangat tidak setuju) sampai 5 (sangat setuju).
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3.3.2 Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

Modernisasi sistem administrasi perpajakan ialah adanya perubahan sistem

administrasi dalam perpajakan yang akan membawa dampak pada

pelayanan yang diterima oleh wajib pajak. Modernisasi sistem administrasi

perpajakan menurut Pandiangan (2007) adalah restruksi atau penataan

organisasi, penyempurnaan proses bisnis melalui pemanfaatan teknologi

komunikasi dan informasi, dan penyempurnaan manajemen SDM.

Konsep ini disesuaikan dengan iklim, kondisi, dan sumber daya yang ada di

Indonesia. Pertanyaan kuesioner dikembangkan dari penelitian Devano dan

Rahayu (2010), sebanyak 11 poin pertanyaan, yang menanyakan mengenai

moderniasi administrasi perpajakan. Pertanyaan tersebut diukur menggunakan 5

poin skala likert yang dimulai dari 1 (sangat tidak setuju) sampai 5 (sangat setuju).

3.3.3 Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran Wajib Pajak ialah suatu kondisi di mana wajib pajak memiliki

kesadaran yang tinggi dan mengerti fungsi maupun manfaat pajak serta

memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajibannya.

Menurut Ritonga (2011) Kesadaran Wajib Pajak merupakan perilaku wajib

pajak berupa   pandangan atau persepsi yang melibatkan pengetahuan,

keyakinan, dan penalaran yang disertai kecenderungan untuk bertindak sesuai

dengan stimulus yang diberikan oleh sistem dan ketentuan perpajakan. Kuesioner

ini menggunakan 6 poin pertanyaan yang dikembangkan dari penelitian Muliari

dan Setiawan (2011), mengenai kesadaran wajib pajak, yang diukur menggunakan
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5 poin skala likert yang dimulai dari 1 (sangat tidak setuju) sampai 5 (sangat

setuju).

3.3.4 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta

melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan perpajakan. Menurut Nurmantu (2010) mengatakan bahwa

kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana

wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak

perpajakannya. Pertanyaan dikembangkan dari penelitian Nasucha (2004)

mengenai kepatuhan wajib pajak dan diukur menggunakan 5 poin skala likert

yang dimulai dari 1 (sangat tidak setuju) sampai 5 (sangat setuju).

3.4 Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan

statistik deskriptif. Statistik deskriptif dalam penelitian pada dasarnya merupakan

proses transformasi data penelitian dalam bentuk tabulasi sehingga mudah

dipahami dan diinterprestasikan (Indriantoro & Supomo, 2014).

3.4.1 Uji Validitas

Menurut Sugiyono (2014) Validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang

terjadi pada objek penelitian dengan data yang dilaporkan oleh peneliti.

Berdasarkan definisi diatas, maka validitas dapat diartikan sebagai suatu

karakteristik dari ukuran terkait dengan tingkat pengukuran sebuah alat test

(kuesioner) dalam mengukur secara benar apa yang diinginkan peneliti untuk

diukur.  Dengan demikian data yang valid adalah data yang tidak berbeda antara
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data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada

objek penelitian. Syarat minimum yang dianggap memenuhi syarat adalah apabila

koefisien korelasi r = 0,05, jadi apabila korelasi antara butir dengan skor total

kurang dari 0,05 maka butir dalam instrumen tersebut dinyatakan “Tidak Valid”.

3.4.2 Uji Realibilitas

Uji reliabilitas menunjukkan sejauh mana instrument dapat memberikan hasil

pengukuran yang konsisten apabila pengukuran dilakukan berulang-ulang

(Sudjana, 2005)  Pengukuran reliabilitas tersebut dilakukan dengan menggunakan

rumus alpha ronbach, dengan rumus:.

Dimana :
r11 = Nilai reliabilitas
∑Si = Jumalah skor tiap-tiap item
St = Varians total
k = Banyaknya butir soal
Kriteria uji reliabilitas dengan rumus alpha adalah apabila rhitung > r tabel, maka

alat ukur tersebut reliabel dan juga sebaliknya, jika r hitung < r table maka alat

ukur tidak reliabel.

3.4.3 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah data yang digunakan pada

variabel-variabel penelitian telah terdistribusi secara normal atau tidak.  Uji ini

dilakukan dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik

atau dengan melihat histogram dari residualnya.  Apabila data menyebar di sekitar

garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya maka
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memenuhi asumsi normalitas.  Apabila data menyebar jauh dari garis diagonal dan

atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya, maka tidak

memenuhi asumsi normalitas (Ghozali, 2016).

3.4.4 Uji Linieritas

Uji linieritas dilakukan untuk mengetahui apakah ada hubungan yang linier antara

variabel bebas dengan variabel terikat.  Kriteria yang digunakan untuk

menyatakan linieritas garis regresi adalah menggunakan harga koefisien

signifikansi dari Deviatoin from linearity dan dibandingkan dengan nilai alpha

yang dipilih yaitu 0,05.  Jika harga F hitung lebih kecil dari harga F table pada

taraf signifikansi 5% maka terdapat hubungan linieritas antara variabel bebas

dengan variabel terikat (Riduwan, 2011)

3.4.5 Uji Multikolinieritas

Menurut Ghozali (2016), uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah

model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen).

Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel

independen.  Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel

ini tidak ortogonal.  Variabel ortogonal adalah variabel independen yang memiliki

nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol. Untuk

mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas di dalam model regresi adalah

sebagai berikut:

1. Nilai R yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi empiris sangat tinggi,

tetapi secara individual variabel-variabel independen banyak yang tidak signifikan

mempengaruhi variabel dependen.
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2. Menganalisis matriks korelasi variabel-variabel independen.  Jika antar

variabel ada korelasi yang cukup tinggi (umumnya di atas 0,90), maka hal ini

merupakan indikasi adanya multikolinieritas. Tidak adanya korelasi yang tinggi

antar variabel independen tidak berarti bebas dari multikolinieritas.

3.4.6 Uji Hipotesis

Uji hipotesis yang di gunakan peneliti dalam penelitian ini adalah uji t. Pengujian

ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel bebas secara individual

mempengaruhi variabel terikat dengan asumsi variabel independen lainnya

konstan. Kriteria pengujian hipotesis adalah seperti berikut ini:

1. Ha ditolak, yaitu apabila value > 0.05 atau bila nilai signifikansi lebih dari

nilai α 0,05 berarti variabel independen secara individual tidak berpengaruh

terhadap variabel dependen.

2. Ha diterima, yaitu apabila value = 0.05 atau bila nilai signifikansi kurang dari

atau sama dengan nilai α 0,05 berarti variabel independen secara individual

berpengaruh terhadap variabel dependen.



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji apakah terdapat hubungan antara

pengetahuan perpajakan, modernisasi sistem administrasi perpajakan, dan

kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.  Berdasarkan hasil uji

hipotesis menggunakan uji t dengan menggunakan software SPSS v25

menunjukkan bahwa terdapat dua hipotesis yang terdukung yaitu variabel

pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak.  Sedangkan satu hipotesis

lainnya yaitu variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan tidak

terdukung.  Adapun hasil analisis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap

Kepatuhan Wajib Pajak pada wilayah Bandar Lampung.

2. Modernisasi sistem perpajakan tidak berpengaruh positif dan signifikan

terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada wilayah Bandar Lampung.

3. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan

wajib pajak pada wilayah Bandar Lampung.

Dari kesimpulan diatas, maka pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak

berpengaruh positif dan siginifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di wilayah

Bandar Lampung tahun 2017, namun modernisasi sistem administrasi perpajakan
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belum mampu mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di wilayah Bandar Lampung

tahun 2017.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan yang terdapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya meneliti pengaruh dari variabel independen

(Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, dan

Kesadaran Wajib Pajak) terhadap variabel dependen (Kepatuhan Wajib

Pajak) pada wilayah Bandar Lampung. Hal ini membuat hasil penelitian

tidak dapat digeneralisasikan.

2. Penelitian ini hanya di batasi beberapa kriteria wajib pajak patuh yang

diambil dari peraturan perpajakan yaitu ketepatan waktu dalam

penyampaian SPT Tahunan dan tidak mempunyai tunggakan pajak sebagai

indikator variabel Kepatuhan Wajib Pajak.

3. Jumlah sampel yang digunakan dirasa masih kurang karena keterbatasan

penulis dalam pengumpulan data.

4. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini hanya sebatas wajib pajak yang

mengisi kuesioner melalui online di wilayah Bandar Lampung.

5. Indikator yang digunakan dalam penyusunan kuesioner dirasa kurang sesuai

dengan keadaan perpajakan di Indonesia saat ini

6. Sampel yang digunakan dalam penelitian tidak spesifik kepada satu jenis

wajib pajak.
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5.3 Saran

Berdsarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan saran yaitu:

1. Pengetahuan perpajakan mengenai tarif pajak dan regulasi pajak baru yang

berlaku serta perhitung pajak masih kurang, sehingga disarankan bagi

Direktorat Jenderal Pajak meningkatkan intensitas sosialisasi mengenai hal

tersebut.

2. Penggunaan sistem modernisasi administrasi yang di lakukan belum terlalu

efektif, perlu banyak dilakukan sosialisasi kembali mengenai hal ini

3. Indikator yang digunakan dalam penyusunan kuesioner untuk penelitian

selanjutnya disarankan untuk menyesuaikan dengan peraturan pajak yang

baru seperti dalam Rahayu (2017) dan Arisandy (2017).

4. Sampel penelitan yang digunakan untuk penelitian selanjutnya disarankan

agar lebih spesifik kepada satu jenis wajib pajak, seperti wajib pajak orang

pribadi pekerja, wajib pajak orang pribadi usaha, atau wajib pajak orang

pribadi pekerjaan bebas.

5. Bagi peneliti selanjutnya dapat menggunakan variabel lainnya sehingga

untuk selanjutnya dapat ditemukan variabel baru yang akan mempengaruhi

tingkat kepatuhan wajib pajak. Selain itu, disarankan untuk melakukan

observasi penelitian yang lebih banyak sehingga data yang dihasilkan akan

lebih akurat dan memungkinkan untuk dilakukan generalisasi.
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